
Menimbang

Mengingat

BUPATI TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

PERHITUNGAN HARGA SEWA PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pajak

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perhitungan Harga Sewa Parkir;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita

Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 31, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851;

3. Undang-Undang...



Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5950);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2

Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tangerang Tahun 2O2O Nomor O221,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang

Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN HARGA

SEWA PARKIR.

BAB I...
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut

BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tangerang.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya singkat PD adalah

unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan

Kabupaten Tangerang.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Tangerang.

8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang

digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin

selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu

kendaraan yang tidak bersifat sementara.

10. Tempat Parkir adalah tempat Parkir di luar badan

jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan,

baik yang disediakan suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor

dan garasi Kendaraan Bermotor yang memungut

bayaran.

I 1. Taman...
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Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk

mengatur cara perhitungan besaran harga Sewa

Parkir.

(21 Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan

terselenggaranya administrasi yang efisien, efektif,

dan optimal dalam peningkatan pelayanan.

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati ini mengatur perhitungan besaran

harga Sewa Parkir yang berada pada orang dan

badan.

(2) Pengaturan...

1 I . Taman Parkir/ Pelataran Parkir adalah suatu area

tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan

khusus sebagai Tempat Parkir.

12. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP

adalah ukuran standar ruang Parkir untuk satu

kendaraan menurut jenis dan dimensinya.

13. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari Tempat Parkir

untuk memarkir kendaraan.

14. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan

Petak Parkir pada fasilitas parkir untuk umum.

15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan

Tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

16. Parkir Insidentil adalah penyelenggaraan Parkir yang

dilaksanakan pada waktu tertentu.

17. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian

Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh orang atau

badan.
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(2) Pengaturan perhitungan besaran harga Sewa Parkir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. subjek;

b. objek;

c. perhitungan besaran sewa; dan

d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

Subjek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

huruf a meliputi:

a. orang; dan

b. badan.

Pasal 5

Objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
b meliputi:

a. pusat perbelanjaan;

b. hotel;

c. pasErr;

d. tempat rekreasi;

e. rumah sakit;

f. badan layanan umum Daerah;

g. perkantoran;

h. apartemen/kondominium;

i. Tempat Parkir I uery important person;

j. Tempat Parkir valet regular;

k. Tempat Parkir valet lobi;

l. gudang Parkir murni dan pendukung;

m. Taman Parkir/ Pelataran Parkir; dan

n. Parkir insidental.

BAB III...
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BAB III

PERHITUNGAN BESARAN SEWA

Pasal 6

(1) Perhitungan besaran Sewa Parkir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan

berdasarkan perhitungan besaran harga Sewa Parkir

yang diselenggarakan orang atau badan.

(2) Perhitungan besaran harga Sewa Parkir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. besaran harga Parkir yang dipungut harga Sewa

Parkir;

b. perhitungan Parkir yang tidak memungut biaya

Sewa Parkir tetapi Sewa Parkir dibebankan kepada

pihak lain;

c. perhitungan besaran Biaya Parkir yang dipungut

Biaya Parkir pada Tempat Parkir milik Pemerintah

Daerah atau badan layanan umum Daerah yang

dilaksanakan oleh pihak lain/pihak ketiga; dan;

d. Parkir insidentil.

Pasal 7

(1) Perhitungan besaran harga Sewa Parkir untuk
Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)

dihitung berdasarkan tarif atas pemakaian.

(21 Perhitungan besaran harga Sewa Parkir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:

a. besaran perhitungan Biaya Parkir untuk
Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan roda 4

(empat) atau lebih dihitung berdasarkan tarif atas

pemakaian jam pertama (tarif dasar) ditambah

dengan tarif jam berikutnya (tambahan Biaya

Parkir) atas pemakaian Petak Parkir dengan

mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas Parkir.

b. besarnya..



b. besarnya Biaya Parkir Kendaraan Bermotor 2 (dua)

dan roda 4 (empat) atau lebih dihitung dengan

sistem berlangganan bulanan diterapkan I (satu)

bulan terhitung 22 (dua puluh dua) hari X tarif
dasar X 5 (lima).

(3) Bagi Kendaraan Bermotor yang mengantar jemput,

melintas/lewat atau tidak mendapatkan ruang Parkir

tidak dikenakan Biaya Parkir dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Paling lama 10 (sepuiuh) menit untuk kapasitas

Tempat Parkir lebih dari 500 (lima ratus) SRP; dan

b. Paling iama 5 (lima) menit untuk kapasitas

Tempat Parkir yang lebih kecil atau sama dengan

500 (lima ratus) SRP.

Pasal 8

Ketentuan mengenai perhitungan besaran harga Sewa

Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

(1) Pembinaan

meliputi:

a. teknis

umum;

Pasal 9

terhadap penyelenggara perparkiran,

penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk

b. penyrrluhan peraturan perparkiran; dan

c. teknis pengaturan Parkir pada fasilitas Parkir

untuk umum.

(2) Pengawasan...
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(2\ Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan

penyelenggaraan Parkir serta penertiban atas

pelanggaran penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk

umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan

berkoordinasi dengan PD terkait.

(3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan

perizinan serta penertiban atas pelanggaran perizinan

dalam penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum

dilakukan oleh DPMPTSP dan berkoordinasi dengan

PD terkait.

(4) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan

Paj ak Parkir dilakukan oleh BAPENDA dan

berkoordinasi dengan PD terkait.

Pasal 10

(1) Orang atau badan melakukan evaluasi atas besaran

tarif sewa berdasarkan laporan perkembangan

pelaksanaan sewa.

(21 Pelaksanaan evaluasi besaran tarif sewa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk periodesitas

sewa per jam, per hari, atau per bulan.

(3) Hasil pelaksanaan perhitungan besaran sewa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh

orang atau badan.

Pasal 11

(1) Pengelola Tempat Parkir bertanggung j awab atas

kehilangan baik sebagian atau keseluruhan termasuk
juga kerusakan kendaraan yang hilang akibat

kelalaian pengelola Tempat Parkir.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola

dengan penyewa.

BAB V...
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Tangerang Nomor 108 Tahun 2015 tentang Biaya

Parkir (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015

Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati

diundangkan.

Pasal 13

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 1 Desember 2021

BU NGERANG,

A ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal 1 Desember 2021

SE S DAERAH

KABU TANGERANG,

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 79.



PERHITUNGAN HARGA SEWA PARKIR

A. Perhitungan Harga Sewa Parkir yang Dipungut.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

PERHITUNGAN HARGA SEWA PARKIR

Pemanfaatan
Fasilitas Tempat
P€rkir Di Pusat
Perbelanjaan
Dan Hotel Atau
Kegiatan Parkir
Yarg Menyertai

a. Rp4.000,00 s.d
Rp 15.000,00
untuk jam
pertama

b. Rp4.000,00 s.d.
Rp5.000,00
untuk setiap jam
berikutnya,
kurarg dari I
(satu) jam
dihitung I (satu)
jam.

a. Rp10.000,00 s.d.
Rp15.000,00
untuk jam
pertama

b. Rp3.000,00 s.d.
Rp 10.000,00
untuk s€tap jasr
be.ikutnya,
kurang dari I
(satu) jam
dihitung I (satu)
jam.

a. Rp 12.000,00
s.d.
Rp 17.000,00
untuk jarfl
pertama

b. Rpa.000,00
s.d.
Rp I0.000,00
untuk setiap
jarn
berikutnya,
kurang dari I
(satu) j€rn
dihitung I
(satu)jam.

a. Rp2.000,00 s.d.

Rp4.000,00 untuk
jam pertama.

b. Rp2.000,00 untuk
setjap jam
berikutnya, kurang
dari I (satu) jam
dihitung I (satu)
jafl.

2. Pemanfaatan
Fasilitas Tempat
Parki, untuk
umum (pasar,
tempat rekaeasi,
ruEah sakit,
BLUD den lain-
lain)

a. Rp4.000,00 s.d.
Rp7.000,00
untuk jaE
pert8rrra

b. Rp3.OOO,OO
untuk setiap
jam berikutnya,
kurang dari I
(satu) jam
dihitung I (satu)
jaitr.

a. Rp4.000,00 s.d.
Rp 10.000,00
untuk jam
pertsma

b. Rp3.000,00 s.d.
Rp5.000,00
untuk 8€tiap jam
be.ikutnya,
kurang dari 1

(satu) jarn
dihitung I (satu)
jain.

a. RP4.000,00
s.d.
Rp 10.000,00
untuk jam
pertama

b. Rp3.000,00
s,d.
Rps.000,OO
untuk setiap
jam
berikutnya,
kulang dari I
(satu) jam
dihitung I
(satu) iam.

a.Rp2.000,00 s.d.

Rp4.000,00 untuk
jam pertsma.

b.Rp2.000,00 untuk
setiap jarn

berikutnya, kurarrg

dari I (satu) jam

dihitung I (satu)

jam.

3. Pemenfaetan
Fasilitas Tempat
Parkf pada
perkantoran dan
aparteoen/
kondominium
dan sejenisnya

a. RP3.O0O,0O s.d.
Rp7.000,00
untuk jam
pertaEa

b. Rp3.000,00 s.d.
Rp5.000,00
untuk setiap
jam berikutnya,
kurang dari I
(satu) jam
dihitung I (satu)
jam.

a. Rp4.000,00 s.d.
Rp l0.OO0,0O
untuk jam
pertama

b. Rp3.000,00 s.d.
Rp5.0O0,00
untuk setiap jafi
berikumya,
kurang dari I
(satu) jam
dihitung I (satu)
ja.m.

a. Rp2.000,00 s.d.

Rp4.000,00

untuk jam

perta-ma.

b. Rp2.000,o0
untuk s€tiap jam
berikutnya,
kurang dari I
(satu) j6m
dihitung I (satu)
iam.

4. Tempat Parka
TetaP VIP
penyelenggara
parkir yang di
pungut harga
sewa parkir

tarif

Rp. 35.000
puluh ribu)
dikenakan
penambah6n
parkt.

(tiCa
tanpa

5. Tempat Parkir
Yollet Reguler

a. Selrin s.d
Kamii
Rp40.OoO,oO

b. Jumat s.d
Minggu
Rp50.000,00

6. Tempat Parkir
Vallet t bi
(Contoh Di
Summarecon
MaU Parkt VIP
di lobi)

Senin s.d. Minggu
Rp50.OO0,O0

B. Perhitungan...

PEITYELENGCARA
PARIIIR YANG

DIPI'I{GUT H6ROA
gEqIA PARXIR

SEDAN. JEEP,
DAN SS'EI{ISI{YA

ATAU MOTOR
BESAR DARI 25O

CC REATAS

BUS DAN TRI'X
ooLoNoAN I 14-6

RODA)

BU9 DAN TRIJT
GOLONGAN 2

(>6 RODA)

SEPEDA MOTOR
DATI SEIENISTSA

1 4
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B. Perhitungan Harga Sewa Parkir Yang Tidak Memungut Biaya Parkir, tetapi

Biaya Harga Sewa Parkir Dibebankan kepada Pihak Lain.

l. Penggolongan
Tempat Parkir
Oedung Parki,
Mumi dan
Cedung Parki!
Pendukung

Kendaraan Bermotor
roda 4 (empat) s€bes€r
Rp4.000,00 (empat
ribu rupieh) dai
untuk Kendaraart
Bermotor roda 2 (dua)
sebesar Rp2.O00,OO
(dua ribu rupiah)

Kenda.raan
Bermotor roda
4 (empat)
sebesa,
Rp3.500,00
(tiga ribu lima
ratus rupiah)
dan untuk
Kendaraan
Bermotor roda
2 (dua) s€besar
Rp2,000,00
(dua ribu
rupiah)

Kendeiaan
Bermotor rcda 4
(empat) sebesar
Rp3.000,00 (tiga
ribu rupiah) darl
untuk Kendoraan
Bedrrotor roda 2
(dua) s€besar
Rp2.000,00 (dua
ribu rupia}l)

Kendaraal Bermotor

roda 4 (empat)

sebesar Rp2.500,00

(dua ribu lima ratus

rupiah) dan untuk
Kendararn Bermotor

roda 2 (dua) s€besar

Rp2.000,o0 (dua

ribu rupiah) .

kapasitas lebih besar
d€ri 100 (seratus) SRP

kapasitas Iebih
kecil atau sama
dengan 100
(seratus) SRP
dan lebih besar
dari 40 (empat
puluh) SRP

kapasitas lebih
kecil atau sama
dengan 40 (empat
puluh) SRP

kapasitas lebih kecil

atau s€ma dengan

15 (l.ioa belas) SRP,

2. Penggolongan
Tempat Parkt di
Taman
Parkt/ Pelatara.n
Peikir

Kendaraan Bermotor
roda 4 (empat) sebesar
Rp3.500,00 (tiga ribu
lima ratus rupiah) dan
untuk Kendoraa!
Bermotor roda 2 (dua)
sebesa-r Rp2.0OO,00
(dua ribu rupiah)

Kenda.rarn
bermotor roda 4
(empat) sebesar
Rp3.000,00
(tisa ribu
rupian) dan
untuk
Kendaraan
Bermotor roda
2 (dua) sebesar
Rp2.O00,00
(dua ribu
rupiah)

Kendaraan
Bermotor roda 4
(empatl s€besar
Rp2.500,00 (dua
ribu lima ratus
rupiah) dan untuk
kendaraan roda
dua s€besar
Rp2.000,00 {dua
ribu rupiah)

Kendaraai Bermotor

roda 4 (empat)

sebesar Rp2.000,00

(dua ribu rupiah)

dan untuk
Kendaraan Bermotor

roda 2 (dua) sebesar

Rp2.000,00 (dua

ribu rupia}l).

C. Perhitungan...

PE!{YELEN(X}ARA
PARXIR YA G

TIDAI( MEMT'NGUT
BIAYA PARI(I&
TE"TAPI BIAYA

PE}IYELEI{GOARAAN
PARXIR.ITYA

DIBEBANBAII
I(EPADA PIIIAX LAIN

KAPASITAS} LEBIH
BESAR DARI 5OO

ILIIIA RATUg) SRP

KA}ASITAS
LEAIH I(TCII,

DAN/ATAU
SAI(A DENGAII

5OO (LrMA
RATUS) SRr
DAN LEBIII

BESAR DARI
2so (DUA

RATUA LIMA
PIILUHI SRP

X.APASITAS
LEBIII XECIL
ATAU SAMA
DENGAN 250
(DUA RATUS
LTMA PULUII)

SRP DAII LEBIII
BESAR DARI 15O
(SERATUg LIMA

PrrI.uIr) sRP

K"APASITAS LEBIH

KDCIL DARI 150

(SERATUS LIMA

PI'LI'H) SRP



C. Perhitungan Harga Sewa Parkir yang Dipungut Biaya Parkir pada Tempat

Parkir Milik Pemerintah Daerah dan/ atau Badan Layanan Umum Daerah

yang dilaksanakan parkir kepada pihak lain/ketiga.

D. Park dan Ride (terkait parkir insidentil)

PARI( DAII RIDE
Iterkslt DarLk lolldcDtlll

Hrrga Scwe P.rLlr

Moda Transfortasi Massal/Terintegasi Rp5000,00 /l Kali Parkir
Tidak Menssunakan Moda Transfortasi Massal/TerinteFasi Rps.000,00 s.d. 10.000 per iam

BUPA ANGERANG,

l. Peaggolongan
Tempat Parkir
Gedung Psrkir Murni
dan Gedung Parkir
Pendukung

Kendaraan
B€rmotor roda
4 (empat)
s€besat
Rp4.000,00
(empat ribu
rupiah) dan
untuk
Kendaraan
Bermotor loda
2 (dua) s€besar
Rp2.OOO,O0
(dua ribu
rupia}l)

Kerldaraa.n
Bermotor roda
4 (empat)
sebes€.r
Rp3.500,00
(tiga ribu lima
ratus rupiah)
dan untuk
Kendara.an
Bermotor loda
2 (dua) sebesar
Rp2.000,00
(dua ribu
ruDiahl

Kendaiaan
Bermotor roda 4
(empat) sebesa.r
Rp3.000,00 (Ura
ribu rupiah) dan
untuk Kendsreen
Bemrotor roda 2
(dua) sebesat
Rp2.000,00 (dua
ribu rupiah)

Kendaraan Bermotor roda

4 (empat) sebes€r

Rp2.500,00 (dua ribu

Iima ratus rupiah) daJr

untuk Kendaraan

Bermotor roda 2 (dua)

sebesar Rp2.000,00 (dua

ribu rupiah) .

2. Penggolotlgail
TeEpat Parkir di
TaEsn
Parkk/ Pelataran
Perkir

kapasitas lebih
besa, dari 100
(seratus) SRP

kapasitas lebih
kecil atau sarra
dengan l0O
(seratus) SRP
dan lebih besar
dqri 40 (empat
puluh) SRP

kapasitas lebih
kecil atau sama
dengan 40 (empat
puluh) SRP

kapasitas lebih kecil atau

sarna dengan 15 (lilla
belas) SRP,

Kendsraan
Bermotor roda
4 (empat)
s€besar
Rp3.500,00
(tiga ribu lima
ratus rupiah)
dan untuk
Kendaraan
Bermoto! loda
2 (dua) sebesar
Rp2.OOO,O0
(dua ribu
ruDiah)

Kendaraan
bermotor roda
4 (empat)
s€besar
Rp3.000,00
(tiCa ribu
rupiah) dan
untuk
Kendaraan
Bermotor loda
2 (dua) s€besar
Rp2.0OO,O0
(dua ribu
ruDiahl

Kendaraan
Bermotor roda 4
(empat) sebesar
Rp2.500,00 (dua
ribu lima ratug
rupiah) dan untuk
kenda.raan roda
due sebesei
Rp2.000,00 (dua
ribu rupiah)

KendaraEn Bermotor roda

4 (empat) sebesar

Rp2.000,00 (dua ribu

rupiah) dan untuk
Kendaiaan Bermotor roda

2 (dua) s€besar

Rp2.000,00 (dua ribu

rupiah),

A ISKANDAR

a

TEIIYELEN(X}ARA
PIRI(IR YANO

DIPI'NGUT BIAYA
PARXIR PADA

PDNYELEN(X}AR33N
TEMPAT PARXIR MILEI
PEIIERII{TAII DAERAII
ATAU BADAN LAYANAN
UMI'M DAERAII (BLI'D)
YANG DILAI(SAI{AI(A}I,'

PEI{TELE!{CCANAAN
PARXIR XEPADA

PII{AI( LAIN/XETIGA

I{.APASITAS
LEBIH BESAR

DARI 5OO
(LrldA RATUS)

SRP

I{APASITAS
LEBIH KECIL

DAN/ATAU
sA.t[A

DElrGAlt SOO
(LII(A RATUSI

ARP DAN
LEBIH BESAR

DARI 250
(DUA RATUS
LI![A P['LI'H)

SRP

XAPASITAS
LEBIII XDCIL
ATAU SA![A
DE OAI{ 25O
(DUA RATUS
LIMA PI'LI'H)

ARP DAIY LEBIII
BESAR DARI 15O
(SERATUS LI!dA

PrrLuE) sRP,

KAPASITAS LEBIH

XECIL DARI 15O

(SERATUS LI![A PI'LI'H)
gRP


